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Abstract

All organizations want a change. Various methods have been used, including in changing the model used to support
finance to obtain information for management decisions. This study uses qualitative research methods with data
sources based on library research relating to performance appraisal models that have been used specifically in
public sector organizations. The results showed that the application of a suitable measurement model that can
produce useful information in decision making by considering financial, non-financial aspects and valuation
aspects.
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Abstrak

Semua organisasi menginginkan suatu perubahan. Berbagai cara telah dilakukan termasuk merubah model
pengukuran kinerja yang digunakan dari orientasi keuangan kepada orientasi non keuangan dengan tujuan untuk
menghasilkan informasi untuk kebutuhan pengambilan keputusan manajemen. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan sumber data berdasarkan library research yang berkaitan dengan model-model
pengukuran kinerja yang telah digunakan khususnya dalam organisasi sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penerapan model pengukuran kinerja yang sesuai dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam
pengambilan keputusan dengan memperhatikan aspek keuangan, non keuangan dan penciptaan nilai.
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1. Lata belakang

Kinerja pemerintah daerah dapat dicapai
melalui usaha perbaikan secara terus
menerus dengan memperhatikan seluruh
aspek-aspek yang menjadi daya dukung
dalam  organisasi  (Lewis-Beck  and
Stegmaier, 2007). Kinerja yang dicapai
bukan hanya fokus kepada kinerja keuangan
tetapi penting bagi pemerintah daerah untuk
memperhatikan  aspek  non  keuangan
sehingga semua program yang telah
direncanakan berdasarkan anggaran dan
dilaksanakan untuk mencapai tahap kinerja
outcome untuk jangka pendek dan kinerja
manfaat dan kinerja dampak untuk jangka
panjang (Boyle, 1990; Hood, 1991 &
Osborne dan Gaebler, 1992).

Berdasarkan uraian yang telah
dikemukakan, juga sejalan dengan bebepa
hasil kajian sebelum ini yang menyatakan
bahwa perkembangan terhadap suatu model
pengukuran kinerja dan sasaran Kkinerja

manajemen merupakan suatu  program

modernisasi pengelolaan organisasi sektor
publik. Hood (1991) memandang bahwa
model pengukuran kinerja organisasi sektor
publik tidak lagi fokus kepada input, tetapi
sangat memerlukan proses untuk
menghasilkan output yang lebih bagus.
Demikian juga Osborne dan Gaebler (1992)
yang menyatakan bahwa pengelolaan
organisasi sektor publik harus mengikut
pengelolaan organisasi sektor swasta dengan
lebih mementingkan aspek output dan
outcome berbanding dengan aspek input
yang dikenal dengan konsep New Publik
Manajemen (NPM) dalam menerapkan

model pengukuran kinerja yang digunakan.

Penerapan model pengukuran kinerja dalam
organisasi sektor publik menurut Armesto
(2017) dan Pickering & Jusi¢ (2018) serta
Amstron dan Baron, 1989; Robbins, 1996;
Dubnik, 2005; Bouckaert dan Halligan,
2008) serta Gordon (1993); Briggs, 1997;
serta Gibson dan Donelly ,1996; Neely,

Gregory, Platts, 1995; dan Daft, 2000;

13



Keban, 2004; dan Rivai dan Basri, 2005;
Hansen dan Mowen, 2004; dan Niven, 2008)
bahwa model pengukuran kinerja yang
digunakan diharapkan menghasilkan
informasi kinerja yang lebih baik dengan
memperhatikan ~ aspek  kinerja  secara
komprehensif.  Demikian  juga  hasil
penelitian Huang & Gao (2018).; Zakaria,
(2013). Manyak, & Katono (2014) Capuno
& Garcia (2010).; Astrini (2015).serta Von-
Liibke (2012) dan sebelumnya Behn (2003);
Marr (2008); Meyer (1994) serta Ghobadian
dan Ashworth (1994); dan Zairi (1994) yang
mementingkan model pengukuran kinerja
yang digunakan lebih orientasi pada aspek
keluaran dan hasil dibanding dengan kinerja
input, termasuk sistem model pengukuran
kinerja yang digunakan di Indonesia yaitu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi
Pemerintah  (LAKIP) ditetapkan oleh

pemerintah berdasarkan inpres nomor 7

tahun 1999, dengan sasaran kinerja yang

diharapkan dapat mencapai tahap manfaat
dan dampak untuk jangka panjang.

Sejalan dengan maksud dan tujuan yang
diharapkan di dalam model pengukuran
kinerja maka pemerintah di Indonesia baik
pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan
pemerintah kota dan kabupaten diharapkan
dapat  menetapkan  kinerja  capaian
berdasarkan program untuk mencapai tahap
output, outcome dan tahap kinerja manfaat
dan dampak agar program  yang
dilaksanakan  dapat  dirasakan  oleh
masyarakat. Namun demikian dalam
pelaksanaan menunjukkan bahwa model
pengukuran  kinerja  yang  digunakan
pemerintah  hanya dapat memberikan
informasi kinerja lebih fokus kepada kinerja

output, termasuk di pemerintah Kota

Gorontalo (LAKIP Kota Gorontalo, 2018).
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2. KAJIAN PUSTAKA

Berkaitan dengan model pengukuran kinerja
sebagai suatu variabel penting dalam setiap
organisasi yang diharapkan menghasilkan
informasi yang dapat digunakan oleh
pimpinan organisasi di dalam mengambil
setiap keputusan, termasuk dalam organisasi
sektor publik. Di dalam organisasi sektor
publik, penggunaan model pengukuran
kinerja yang sesuai diharapkan dapat
mengarahkan setiap organisasi di dalam
menetapkan setiap program yang boleh
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,
seperti yang diharapkan oleh Donaldson
(1991) dalam Stewardship Theory.

Beberapa hasil penelitian, menunjukkan
bahwa penggunaan model pengukuran
kinerja yang sesuai dengan orientasi pada
input, proses, output, outcome, manfaat dan
dampak kepada masyakat juga telah
dilakukan. Amstron dan Baron (1989),
Robbins (1996), Dubnik (2005) dan

Bouckaert dan Halligan (2008) Talbot

(2010); Broadbent dan Laughlin (2009)
mengharapkan  agar setiap  organisasi
termasuk dalam organisasi sektor publik,
memperhatikan  aspek kinerja program
bukan saja kuantitas input yang sesuai tetapi
diharapkan dapat memperhatikan output
yang dihasilkan. Demikian pula, hasil
penelitian Gordon (1993), Briggs (1997),
dan Gibson dan Donelly (1996), Neely,
Gregory, Platts (1995) dan Daft (2000)
menyatakan bahwa penggunaan model
pengukuran kinerja yang sesuai akan
menghasilkan  kinerja organisasi yang
efektif, sehingga capain kinerja akan lebih
baik. Menurut mereka dengan menggunakan
model pengukuran kinerja,, organisasi sektor
awam diharapkan dapat mengikuti model
pengukuran kinerja yang digunakan dalam
organisasi sektor swasta dengan konsep

New Public Management (NPM).

Model pengukuran kinerja dengan
konsep NPM, juga sejalan dengan hasil

kajian Keban (2004); Rivai dan Basri
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(2005); Hansen dan Mowen (2004); Niven
(2008); Behn (2003); Marr (2008); serta
Meyer (1994) bahwa pengukuran kinerja
yang sesuai pada saat ini orientasi untuk
jangka panjang, sehingga hasilnya dapat
memberi manfaat kepada masyarakat baik
sacara langsung maupun sebaliknya.
Berkaitan dengan pengukuran kinerja
dengan mengikut model kinerja yang
digunakan dalam organisasi sektor swasta
juga sejalan dengan Donaldson dan Davis
(1991); Donaldson dan Schoorman (1997);
Van-Slyke  (2006);  Ghobadian  dan
Ashworth (1994); dan Zairi (1994) Talbot
(2010); Broadbent dan Laughlin (2009)
bahwa model pengukuran kinerja yang
sesuai  mempunyai dampak terhadap
informasi yang dihasilkan di dalam
pengambilan keputusan sekarang dan yang
akan datang. Hal ini penting karena kualitas
informasi yang dihasilkan dari suatu model
pengukuran kinerja menurut Kroll (2015);

Bryde (2003); Mir dan Pinnington (2014);

Hourneaux, Carneiro-da-Cunha, dan
Hamilton (2017) merupakan alat yang
digunakan oleh pimpinan organisasi untuk
memperoleh  informasi sesuai  dengan
kebutuhan dalam mengelola organisasi.
Namun, menurut memberi Albach, Meffert,
Pinkwart, dan Reichwald (2015);
Chatzoglou, Chatzoudes, Vraimaki, dan
Diamantidis (2013), Rajnoha, Lesnikova,
dan Korau§ (2016); dan Morrison (2016)
memberi prasarat bahwa model tersebut
harus efektif sehingga penggunaannya
terhadap  informasi  yang  dihasilkan
mempunyai nilai (Value). Hal ini penting
menurut Draghici, Popescu, dan Gogan
(2014); Ivanova dan Avasilcdi (2014) serta
Daun (1997) bahwa pemilihan model
pengukuran kinerja yang tepat dapat

berdampak positif terhadap organisasi

terutama dalam pengukuran kinerja.

Di dalam memastikan pentingnya
model pengukuran kinerja khususnya dalam

organisasi sektor awam maka penelitian ini
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mencoba untuk mengurai setiap model
pengukuran kinerja yang telah dikemukakan
oleh beberapa kajian sebelum ini dengan
menggunakan data, informasi dan konsep
yang telah ada sebelumnya yang diperoleh
dari beberapa tulisan dalam referensi serta
beberapa jurnal berkaitan dengan penelitian
ini. sehingga rancangan penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif
dengan menggunakan sumber data dari
perpustakaan (Library research).
Menggunakan rancangan kualitatif dengan
sumber data melalui kepustakaan juga
sejalan dengan Miles dan Huberman, 1994;
Miles, Huberman dan Saldana, 2013 serta
Creswell (2009; 2013) yang menyatakan
bahwa studi kepustakaan dapat dilakukan
dengan menjalinkan suatu konsep dan
konsep lainnya untuk menjawab suatu gap
atau fenomena. Demikian juga Yin (2009)
serta Bogdan dan Bicklen (1994) bahwa

jawaban terhadap suatu permasalahan boleh

dilakukan dengan studi kepustakaan.

3. Hasil penelitian dan pembahasan

Konsep performance measurement dalam
organisasi sektor publik telah mengadopsi
model pengukuran kinerja yang digunakan
dalam organisasi sektor swasta dengan
konsep NPM.  Berdasarkan  konsep
pengukuran kinerja yang telah dikemukakan
dalam berbagai literatur dan hasil penelitian
ini diperoleh informasi bahwa model
pengukuran kinerja yang digunakan dalam
organisasi sektor publik, fokusnya bukan
hanya kepada pengukuran kinerja keuangan
tetapi juga pada kinerja non keuangan dan
penciptaan nilai di dalam memberikan

layanan dan kepuasan kepada seluruh pihak

khususnya kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa model pengukuran
kinerja yang digunakan dapat dirancang
dengan baik sehingga kinerja pemerintah
bukan saja bagaimana menghabiskan uang
dalam satu tahun anggaran, tetapi juga dapat

menilai dan melaporkan aspek-aspek non
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keuangan berdasarkan sasaran kinerja yang
telah ditetapkan. Dalam organisasi sektor
publik sasaran kinerja yang telah ditetapkan
yaitu mencapai tahap input, proses, output,
outcome untuk jangka pendek dan sasaran
kinerja manfaat dan dampak untuk jangka
panjang juga sejalan dengan model
pengukuran kinerja yang digunakan di
Indonesia dengan menggunakan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)

yang ditetapkan berdasarkan

Inpress No 7 Tahun 1999.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan
beberapa hasil penelitian sebelumnya
seperti Pickering, P. M., & Jusi¢, M. (2018)
dan Alejandraa (2016) yang mengatakan
bahwa sasaran yang terbaik dalam
merancang suatu program dinilai dari tahap
minimal outcome dan dapat ditingkatkan
pada tahap manfaat dan dampak. Demikian
juga hasil penelitian ini telah mendukung
beberapa hasil penelitian sebelumnnya,

yaitu Zakaria, H. B. (2013) dan Capuno, J.,

& Garcia, M. M. (2010) yang mengatakan
bahwa model pengukuran kinerja yang
digunakan dapat mengarahkan organisasi
untuk mencapai tahap kinerja outcome

terhadap setiap program.

Pentingnya menilai aspek keuangan dan non
keuangan serta penciptaan nilai dalam
mencapai sasaran kinerja yang lebih baik
jika  dibandingkan dengan  model
pengukuran kinerja yang fokus kepada
aspek keuangan semata, juga tidak jauh
berbeda dengan hasil penelitian Astrini, N.
(2015) dan Christian dan von.luebke
(2012) serta  Daun  (1997) yang
menghendaki agar model pengukuran
kinerja yang digunakan dapat maksimal
dalam mengukur kinerja output, outcome,
manfaat dan dampak setiap program, maka
model pengukuran kinerja yang dirancang
penting  melaporkan  kinerja  secara
kuantitatif dan

kualitatif dengan

memperhatikan aspek penciptaan nilai.

Kesimpulan dan saran
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Penelitian yang berkaitan dengan model

pengukuran  kinerja  telah  dilakukan,

walaupun informasi yang digunakan dalam
penelitian ini hanya berdasarkan kajian
teori, konsep dan beberapa hasil penelitian
terdahulu. Dapat disimpulkan bahwa model
pengukuran kinerja yang digunakan oleh
pemerintah  tidak sesuai lagi dengan
mengukur kinerja keuangan berdasarkan
rasio-rasio keuangan tetapi penting juga
memperhatikan aspek non keuangan dan

bahkan dapat diusahakan untuk ukuran
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